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BAB1

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan kedunia ini adalah seorang diri, namun
karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka
terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari
suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang
terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan
segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam
kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila
dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka
dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan
apa yang inginkan tersebut.

Dewasa ini perekonomian semakin sulit sehingga memberikan akibat semakin
langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik
itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat
yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian

kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun
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Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian
kendaraan bermotor (curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada
pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi
terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus
pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian kendaraan
bermotor ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan
berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan
kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya
pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan
efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor ini tetapi paling tidak menguranginya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada
khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan
penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas
adalah “ Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Pencurian
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Batang Kuis)“, maka dalam tulisan ini

dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin 'A%k%%?ﬁ%?#ﬁ%%é{g?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin '}&%‘é‘%&sﬁ%#ﬁ%%é%?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin '}&%‘é‘%&sﬁ%#ﬁ%%éw?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin '}&%‘é‘%&sﬁ%#ﬁ%%é%?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin '}&%‘é‘%&sﬁ%#ﬁ%%éw?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin '}&%‘é‘%&sﬁ%#ﬁ%%éw?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

BAB IL

BAB III.

BABIV.

BAB V.

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pencurian,
Jenis-Jenis Pencurian, Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana serta
Perihal Laporan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor.

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI.

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian
Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kepolisian Sebagai
Penyidik, Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan pengawas Dalam
Penyidikan serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya
Pencurian.

KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH POLSEK. BATANG KUIS.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Penyidikan Pencurian Kendaraan
Bermotor, Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Tugas Kepolisian
Dalam Hal Curanmor, Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Kendaraan
Bermotor, Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan
Bermotor, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-

saran.
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D. Perihal Laporan Dalam Pencurian Kenderaan Bermotor

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik
dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu
dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa
pidana itu sendiri.

2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-
unsur dari peristiwa pidana.

3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu
peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang
terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu
unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan
tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik
aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana
dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan,
yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya
pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara
melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH
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1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan pengaduan

harus diwakili oleh :

-  Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.

- Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua
atau walinya sendiri.

2. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan bila hendak
mengadakan pengaduan harus diwakilkan oleh pengampu atau curatornya
yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi
pengadunya ilah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui
garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang
(KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap
perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur
dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu
pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan
mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan
diadukannya tersebut sampai dengan :

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah
Indonesia.

2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar

wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang
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BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI

A. Pengertian Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan
pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah
lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan
oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13
Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum.
Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20
Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-
Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka Kepolisian ini tergabung di dalam

sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

meppekan PagipndsmiAngkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai
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dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional
Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan

bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian
Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan
Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali
pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang
tersebut sebagai berikut :
1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun

2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum dan,

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

un1vERKERRisiRgpyblikdndonesia bertugas :
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1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi).

2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas,

3. Reward and punishment yang tidak konsisten,

4. Salah urus sumberdaya

5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di
samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya,
individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian
layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,

b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kaualitas penyajian layanan (quality of service delivery).

a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan
permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang
tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,

b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak
memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi
dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan

penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.
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C. Kepolisian Sebagai Penyidik

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah
segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai
dengan perundang-undangan.

Apabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik
kejahatan narkotika maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tetapi apabila dilihat secara umum
tentang tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2
Tahun 2002, kepada polisi maka dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan
tersebut berada di dalam lingkungan tugas dan wewenang kepolisian.

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yang
berbunyi “ Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku “.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan
bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali

terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.
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Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional
untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah
lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran
pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan
Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk
teknis No. Pol : Juknis/05/X1/1983 tentang hubungan kerja antara
penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan
dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol :
SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat
pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan —peraturan tersebut kita akan behas
pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai
negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,
4. Bantuan penyidikan,

5. Bantuan taktis.
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ad. 1. Koordinasi
Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan
pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanan penyidikan tindak
pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional
dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing,.
Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola
pelaksanaannya ialah :
a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama,
atau
b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang
perlu, atau
c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari maisng-masing yang
dianggap mampu sebagai penghubung,
d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang

penyidikan.

ad, 2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh
kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan
penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang
dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang
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bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka

marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis

Nomor Pol : Juknis/05/X1/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah

sebagai berikut :

a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana
tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik
sejak awal diterimanya laporan/pengaduan ‘wajib memberitahukan kepada
penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP).

b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh
penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan
kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib
melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik
Polri.

c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri
sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas
perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3)
KUHAP).

d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka
wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut
umum.

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :
aNHidak g bplats AREA
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Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam
rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil
dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu
meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan,

- Taktik dan teknik penindakan,

- Taktik dan teknik pemeriksaan.

- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan
penyidikan.

- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.

ad. 4. Bantuan penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik
pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap
dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga
dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar
mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik
bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa
keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang
meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

uNpyBeegolahan hasilpgmotretan kriminal,
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2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.
b. Laboratorium kriminal :
Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan
meliputi :
1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
2) Pemeriksaan racun kehakiman,
3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
4) Pemeriksaan balistik kehakiman,
5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.

7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

ad. 5. Bantuan Taktis,

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan
peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik polri dalam rangka
membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu
sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahw bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri
personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian
juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan,

seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin ';&%k‘é%‘;sﬁ%?x%"ﬁ%%}bé%?y uma.ac.id)26/8/24



41
Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada
hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil
dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses
penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang
imigrasi.

Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.
SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan
pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme
tersebut meliputi :

a. Hubungan Kkerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan
akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat
Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-
unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).

b. Hubunagn kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak
menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan
pengaturannya sebagai berikut :

1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS
pada Direktorat Reserse Polri.
2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada

Satserse Polda.

3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada

UNIVERSERss R AR Ies.
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c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS

Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :

1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh
departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,

2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan
koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau
unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.

d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS

Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian
Kejahatan adalah merupakan suatu hasil dari faktor yang beraneka ragam,

faktor itu tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa
ada pengecualian.

Secara umum dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :
1. Faktor Ekstern (dari luar si pembuat)
2. Faktor Intern (dari dalam diri si pembuat)
ad.1. Faktor Ekstern

Faktor ekstern dalam hal ini datangnya dari luar tubuh si pelaku, di mana

terjadinya kejahatan ini terutama datangnya dari lingkungan seseorang itu berada
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di mana faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dari si anak meliputi :
a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan wadah yang pertama-tama dan merupakan dasar yang
fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pengaruh orang-orang di dalam rumah tangga berperan penting terhadap
anak-anak. Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis
buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak karena dasar pribadi si anak
terutama di bentuk dalam lingkungan rumah tangga.

Keadaan rumah tangga yang sering mempengaruhi jiwa si anak adalah
keluarga yang tidak normal (broken home) di mana keluarga yang tidak normal ini
dapat disebabkan karena :

- Orang tua berpisah (cerai)

- Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya

- Ketidak hadiran dalam tenggang waktu yang lama secara kontinyu dari salah
satu atau kedua-duanya. Misalnya dikarenakan sibuknya orangtua dengan
urusannya masing-masing, maka orang tua kurang memperhatikan
perkembangan si anak, dan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan si anak
yang akan mendorong suatu pemberontakan dalam jiwanya; yang terwujud
menjadi perbuatan nekad oleh si anak.

Dalam keadaan keluarga yang broken home ini maka dalam keluarga ini

it elipiniesshaRFtingge keadaan ini mempengari pengaruh yang kurang
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menguntungkan terhadap perkembangan anak. Broken home memberikan potensi
yang cukup kuat untuk si anak menjadi jahat.

Seperti telah penulis uraikan bahwa dengan sibuknya masing-masing orang
tua dengan pekerjaannya sehingga orang tua tidak sempat untuk memberikan
perhatiannya terhadap pendidikan anaknya. Tidak jarang orang tua tidak dapat
bertemu dengan anak-anaknya. Misalnya saja orang tua kembali dari pekerjaannya
tetapi anaknya tidak dijumpai di rumah.

Peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya harus
mengerti terhadap kebutuhan-kebutuhan pisik moral dan sosial anaknya, dan orang
tua dalam memberi pengarahan haruslah bijaksana bilamana terjadi perselisihan
antara anak-anaknya.

Kurangnya pengawasan dari orang tua serta tidak pengertian orang tua

adalah dasar yang bisa menyebabkan si anak untuk berbuat kejahatan.

b. Faktor Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan tidak berdiri sendiri, tetapi telah disertai faktor
lain, umpamanya faktor keluarga. Misalnya kurangnya perhatian orang tua ataupun
perceraian orang tua, mengakibatkan si anak frustrasi dan tidak tahu kemana harus
mengadu yang akibatnya si anak bergaul dengan anak-anak yang sependeritaan
dengannya. Untuk melampiaskan rasa kesal yang ada pada diri si anak tadi maka

mereka akan melakukan keonaran ataupun kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin 'A%k%%?ﬁ%?#ﬁ%%é{g?y uma.ac.id)26/8/24



Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin '}&%‘é‘%&sﬁ%#ﬁ%%é%?y uma.ac.id)26/8/24



46
Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan K ejahatan Pencurian....

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah ekonomi
yang berlebihan terhadap si anak atau keadaan keuangan si anak yang tidak
terkontrol oleh orang tua yang mengakibatkan si anak terbiasa atau hidup mewah.
Kebiasaan yang hidup mewah ini apabila suatu saat kebiasaan tersebut tidak
terpenuhi maka si anak akan berbuat sekehendak hatinya yang dapat memenuhi
kebutuhannya misalnya dengan cara menodong, membongkar dan mencuri akan
tetapi adakalanya si anak akan melakukan pencurian dalam keluarga itu sendiri.

Jadi, faktor ekonomi yang berlebihan inilah yang penulis maksudkan dapat

menimbulkan kejahatan terhadap anak sehingga ia terbiasa hidup berfoya-foya.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung atau menentukan si
anak berbuat jahat atau tidak. Pendidkan yang kurang tentu saja lebih cenderung
berbuat jahat, misalnya pendidikan keagamaan yang dimiliki si anak masih kurang
tentu saja ia akan seenaknya saja berbuat suatu kejahatan sebab ia tidak
mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang tercela.

Jadi dalam hal ini pendidikan si anak yang kurang tentu saja dapat
mengakibatkan atau salah satu faktor ia berbuat kejahatan sebab tanpa ia sadari/
ketahui bahwa apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum sebab moral

dan mental si anak kurang.
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perlakuan orang tua terhadap masing-masing kedudukan anak-anak di atas berbeda
satu sama lainnya. Karena keluarga adalah merupakan lingkungan yang terdekat
bagi seorang anak, maka apa yang diperoleh dan dialami si anak dari keluarga
dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Jadi dalam hal ini kedudukan si anak dalam keluarga dapat juga
menimbulkan kejahatan bagi dirinya di mana dalam keluarga seseorang itu biasa
untuk dimanjakan, karena ia dimanjakan tentu saja sifat manja tersebut tidak dapat
dirobahnya dan tentu saja sifat manja itu terbawa ke luar lingkungan keluarga
sehingga ia akan berbuat jahat apabila sifat manja tersebut tidak dapat terpenuhi
dalam pergaulannya sehari-hari.

Dengan adanya berbagai }Jraian tersebut di atas maka sudah jelaslah bagi
kita apa yang menyebabkan seseorang itu berbuat jahat, dan seterusnya apabila kita
membahas lebih lanjut mengapa seseorang anak itu melakukan pencurian dalam
kalangan keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana tersebut.
mengenai hal ini sampai terjadi, akan tetapi menurut pendapat penulis pencurian

dalam kalangan keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor seperti :

Kebiasaan orang tua memberikan kehidupan yang berfoya-foya terhadap anak.

Kebiasaan orang tua yang memanjakan anak-anaknya.

Orang tua yang terlalu pelit terhadap anak-anaknya.

1

Kebiasaan orang tua yang sembarangan meletakkan barang-barang berharga

CREGHRIFRR S WRD AN AREA2In.
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- Kurangnya pengetahuan si anak.

- Kurangnya moral si anak.

- Kurangnya bimbingan orang tua terhadap si anak mengenai ketaatan agama,
moral dan mental.

Jadi ﬁenmt penulis hal tersebut di ataslah yang menyebabkan seorang
anak dalam rumah melakukan pencurian terhadap harta benda orang tuanya dan
demikian pula kalangan keluarga lain yang melakukan pencurian terhadap harta
benda orang tuanya dan demikian pula kalangan keluarga lain yang melakukan
pencurian seperti suami kakak, ipar, saudara dan lain-lain hal ini juga disebabkan
berbagai faktor agar mengapa ia tega melakukan pencurian dalam kalangan
keluarga sendiri dan hal ini disebabkan :

- Merasa tidak akan di hukum apabila melakukan pencurian di kalangan keluarga
sendiri.
- Menganggap bahwa pencurian yang dilakukan tidak terjadi apa-apa.
- Kurangnya tenggang rasa antara keluarga.
Dengan demikian maka jelaslah kita ketahui bersama apa yang menjadi

penyebab seseorang itu melakukan pencurian.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencurjan kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang

/ueiﬁﬁf, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan
‘dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang
ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah
pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena
dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak
kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu
seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal
penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak
hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai
berikut :
a. Sebagai penegak hukum
b. Sebagai pengayom
c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.
Pencurian kendarawaan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan
dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi

sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan

UNIVERSgistensedamikigmrupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan
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